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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI 

**************************************************** 

 

P E N D A H U L U A N 

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah 

berdiri kokoh sebagai negara yang Merdeka dan Bersatu dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai 

ungkapan rasa syukur, segenap warga Negara harus terus bergerak 

menuju Negara Berdaulat dan terwujudnya Masyarakat Adil dan 

Makmur. 

Terpenuhinya kebutuhan Pangan Masyarakat adalah hal mutlak yang 

harus diwujudkan oleh pemerintah beserta masyarakat Indonesia. 

Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menitipkan Negeri 

yang subur yang telah menjadi sarana utama budidaya bagi 26 

juta keluarga Petani/peternak/nelayan untuk menyediakan 

kebutuhan pangan seluruh bangsa Indonesia dan berkontribusi 

pada penyediaan pangan dunia. 

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI Berdiri berdasarkan Akta Pendirian 

(Anggaran Dasar) yang telah dicatat secara syah berdasarkan 

keputusan MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-

0010591.AH.01.07.TAHUN 2024. Berdirinya SEKNAS GENTA PANGAN 

MANDIRI adalah wujud bhakti putra putri negeri kepada NKRI.  

Guna membangun harmonisasi gerakan petani dalam berkemandirian 

untuk menggapai kesejahteraannya dan menuju ketercukupan pangan 

Bangsa. Maka disusunlah ANGGARAN RUMAH TANGGA SEKNAS GENTA 

PANGAN MANDIRI melengkapi Anggaran Dasar untuk mengatur dan 

menata partisipasi masyarakat luas berkontribusi kepada Negeri 

melalui SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI. 

  



 

-----------------------Anggaran Rumah Tangga SGPM  lembar ke - 2 ----------------- 

 

BAB I 

U M U M 

PASAL 1 

KETENTUAN UMUM 

1. Perkumpulan bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat 

SGPM. 

2. Pendiri adalah para pribadi yang berinisiatif untuk 

mendirikan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI. 

3. Organ perkumpulan terdiri dari Pengawas, pengurus dan rapat 

anggota. 

4. Badan Perkumpulan terdiri dari Badan Pengawasan Internal 

dan Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan. 

5. Kepengurusan perkumpulan terdiri dari Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. 

6. Pimpinan Pusat meliputi Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, 

Sekretaris, Bendahara Umum dan bendahara. 

7. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, 

Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 

Wakil Bendahara. 

8. Pendampingan adalah kegiatan utama perkumpulan untuk 

mencapai misi, visi dan tujuan perkumpulan. 

9. Petani Binaan adalah anggota perkumpulan yang merupakan 

pelaku budidaya yaitu petani tanaman pangan, Petani 

Holtikultura, peternak unggas, peternak ruminansia, 

peternak ikan dan nelayan yang menerima pendampingan dan 

fasilitasi dari perkumpulan.   

10. Pelaksana pendampingan adalah anggota aktif perkumpulan 

yang bersedia dibangun pribadinya menjadi wirausaha tani. 

11. Mitra Genta Pangan, adalah para wirausaha di sector 

pertanian yang membangun kemitraan dengan perkumpulan dan 

terlibat aktif dalam fasilitasi kegiatan pendampingan. 

12. Pengurus perkumpulan adalah anggota aktif yang menjalankan 

ketatalaksanaan pengelolaan perkumpulan.   
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Pasal 2 

Tujuan  

1. Konsolidasi Petani, Peternak dan nelayan guna mewujudkan 

Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 

2. Konsolidasi dilakukan dengan membangun harmonisasi hubungan 

antara kegiatan hulu dan kegiatan hilirnya. 

3. Harmonisasi dilakukan untuk mencapai keberhasilan budidaya 

dan peningkatan kesejahteraan pelaku budidaya. 

 

Pasal 3 

Visi dan Misi 

1. Visi Perkumpulan adalah 

a. Mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan dengan  

merealisasikan peningkatan produksi, menjalankan 

Intensifikasi yang Ramah Lingkungan, menerapkan 

managemen Kawasan dan Implementasi Kemajuan IPTEK secara 

optimal. 

b. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

budidaya yang tepat, Sumber pembiayaan yang terjangkau, 

menyediakan petugas yang menangani problema budidaya.   

c. Mengintegrasikan hilirisasi pertanian sebagai perluasan 

kegiatan pertanian. 

d. Menginisiasi munculnya Generasi Muda Pertanian sebagai 

MANAGER PERTANIAN, UMKM Jasa Pertanian dan Aplikator 

Pertanian. 

2. Misi Perkumpulan adalah : 

a. Melakukan Pendampingan dan fasilitasi menuju kegiatan 

tani yang mudah, murah, menghasilkan dan menyenangkan.  

b. Berkontribusi dalam Program Pemerintah utamanya Program 

Lumbung Pangan Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis. 

c. Menerapkan Pola Integrasi Hulu dan Hilir sektor pertanian 

yang berpihak pada Petani, dengan Membangun Kluster 

Budidaya Terintegrasi. 

d. Melakukan upaya Motivasi, Advokasi, dan Perlindungan 

Petani.  
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BAB II 

ORGANISASI PERKUMPULAN 

Pasal 4 

Nama dan Makna Perkumpulan 

1. Perkumpulan bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat 

SGPM atau GENTA PANGAN. 

2. Genta Pangan memiliki arti Gerakan Nasional Petani untuk  

Kemandirian Pangan. 

3. Perkumpulan berpusat di Jakarta. 

 

Pasal 5 

Pendirian Perkumpulan 

1. Perkumpulan Seknas Genta Pangan Mandiri didirikan pada 

tanggal 1 Nopember 2024 di Jakarta. 

2. Perkumpulan didirikan oleh 9 orang, yaitu : 

a. Budiman Sudjatmiko 

b. Jerry Kurniadi 

c. Christopher Hambali 

d. Imam ash Siddiq 

e. Charis Hartanto 

f. Saripudin Agung Sofyan 

g. Heski Roring 

h. Charles Lumban Gaol 

i. R. Sonny Soeroyo Jr. 

j. Agus Sudarsono 

3. Para pendiri disebut Dewan Pendiri yang bertanggungjawab 

sebagai Pengarah pergerakan perkumpulan dan penjaga keutuhan 

perkumpulan. 

4. Dewan pendiri mempunya hak istimewa untuk menduduki jabatan 

strukturan perkumpulan.  

5. Pendiri tidak dapat keluar atau dikeluarkan dari perkumpulan 

kecuali sebab meninggal dunia. 

6. Hak Istimewa pendiri tidak bisa dikuasakan, dialihkan dan 

atau diwariskan. 

7. Dewan Pendiri dapat mengangkat anggota sebagai anggota Dewan 

Pendiri karena jasa dan kontribusinya dalam membangun dan 

membesarkan perkumpulan. 
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Pasal 6 

Struktur Perkumpulan 

1. Seknas Genta Pangan Mandiri adalah perkumpulan tingkat 

nasional, dan mempunyai cabang perkumpulan di tingkat 

propinsi dan Kabupaten/kota. 

2. Tiap – tiap tingkatan mempunyai kepengurusan sesuai dengan 

tingkatannya. 

3. Kepengurusan di bawah pengurus Daerah dapat dibentuk atas 

persetujuan Pimpinan Wilayah. 

 

Pasal 7 

Pusat 

1. Pusat adalah induk perkumpulan dalam kesatuan Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pusat menjalankan fungsi : 

a. Perencanaan program dan kegiatan. 

b. Penyelenggaraan pengelolaan Perkumpulan. 

c. Penyelenggaraan dan pengawasan program dan Kegiatan di 

wilayah dan daerah. 

 

Pasal 8 

Wilayah  

1. Wilayah adalah cabang perkumpulan di tingkat propinsi. 

2. Wilayah menjalankan fungsi : 

a. Pengaturan dan Penataan penyelenggaraan program dan 

kegiatan Pusat.  

b. Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan program dan kegiatan 

perkumpulan wilayah. 

c. Singkronisasi Perencanaan program dan kegiatan daerah. 

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

perkumpulan Daerah. 

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan program dan 

kegiatan yang dilaksanakan Daerah.  

3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai: 

a. Daerah yang aktif, sekurang-kurangnya 50% dari jumlah 

Kabupaten/ kota yang ada. 
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b. Tenaga ahli budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan 

sekurang kurangnya 3 orang. 

c. Memiliki rencana program dan kegiatan sosial dan ekonomi, 

di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan. 

d. Kantor. 

4. Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

 

Pasal 9 

Daerah 

1. Daerah adalah kesatuan Cabang perkumpulan di tingkat 

Kabupaten/Kota. 

2. Daerah menjalankan fungsi: 

a. Penatalaksanaan Perkumpulan Daerah. 

b. Penataan administrasi keanggotaan perkumpulan, 

c. Penyelenggaraan pendampingan dan fasilitasi anggota 

Perkumpulan.  

d. Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan program dan kegiatan 

perkumpulan Daerah. 

3. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai: 

a. Tenaga pelaksana teknis budidaya Pertanian, Peternakan, 

Perikanan sekurang kurangnya 5 orang. 

b. Petani dampingan sekurang-kurangnya 100 orang. 

c. Memiliki rencana program dan kegiatan social dan ekonomi, 

di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan. 

d. Kantor. 

4. Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

  

Pasal 10 

Tanda Perkumpulan 

1. Tanda Perkumpulan adalah identitas perkumpulan yang menjadi 

symbol persatuan dan keseragaman. 

2. Digunakan sebagai identitas perkumpulan. 

3. Logo perkumpulan berupa siluet kepala garuda, dalam bingkai 

trapezium, berwarna merah dan hitam dengan latar belakang 

hitam.  
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4. Logo Perkumpulan melekat resmi pada Bendera, Pataka, dan 

Stemple perkumpulan. 

5. Bendera Perkumpulan berupa kain persegiempat berwarna putih 

dengan gambar logo ditengahnya, digunakan sebagai penanda 

keberadaan perkumpulan. 

6. Pataka Perkumpulan berupa kain persegiempat berwarna hitam 

beludru berumbai merah disekelilingnya dan berlogo 

ditengahnya, digunakan sebagai symbol pemangku Perkumpulan. 

7. Stemple Perkumpulan berupa gambar logo perkumpulan dalam 

warna merah, yang digunakan sebagai tanda sah administrasi 

yang dikeluarkan oleh perkumpulan. 

8. Tatacara pembuatan, penggunaan dan penyimpanan pataka, 

bendera dan stemple akan diatur dalam peraturan Perkumpulan. 

 

 

BAB III 

KEANGGOTAAN 

Pasal 11 

Anggota 

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari Anggota Biasa, anggota aktif 

dan anggota luar biasa. 

2. Anggota Biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

mempunyai aktivitas di bidang pertanian, peternakan dan 

perikanan, yang menyatakan kesediaannya untuk menerima 

pendampingan dan fasilitasi dari perkumpulan. 

3. Anggota aktif adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

bersedia menjadi pengurus perkumpulan dan atau bersedia aktif 

melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada anggota biasa. 

4. Anggota luar biasa adalah perorangan yang memiliki Dana, 

keahlian dan kemampuan yang bermanfaatkan dalam kegiatan 

pendampingan dan fasilitasi anggota.  

5. Pengurus Pusat dapat mengangkat seseorang sebagai anggota 

Kehormatan. 

6. Syarat dan ketentuan sebagai anggota kehormatan diatur 

lebihlanjut di peraturan Perkumpulan. 
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Pasal 12 

Persyaratan Keanggotaan 

1. Warga Negara Indonesia yang aktif di bidang pertanian 

peternakan dan perikanan dan atau mempunyai ketertarikan di 

bidang pertanian secara umum. 

2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan 

beserta peraturan perkumpulan. 

3. Bersedia secara aktif mengikuti kegiatan perkumpulan. 

4. Mengisi dan menandatangani berkas pendaftaran.  

 

Pasal 13 

Tata Cara Keanggotaan 

1. Calon Anggota Biasa mengisi dan mengirimkan berkas 

pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus 

Daerah.  

2. Calon Anggota aktif mengisi dan mengirimkan berkas 

pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus 

Wilayah. 

3. Calon Anggota luar biasa diangkat oleh pengurus pusat, dan 

mengisi berkas kesediaan menjadi anggota luar biasa.   

4. Calon Anggota yang telah mendaftar dan resmi menjadi anggota 

akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota dari Pengurus Pusat. 

  

Pasal 14 

Hak Anggota 

1. Anggota biasa berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi 

kepentingannya sepanjang menyangkut kepentingan 

budidayanya.  

2. Anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam 

kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh 

perkumpulan. 

3. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dan dapat 

mengajukan saran secara lisan ataupun tulisan. 

4. Anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih menjadi 

pengurus perkumpulan. 
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Pasal 15 

Kewajiban Anggota 

1. Menjaga nama baik perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, 

beserta aktivitasnya. 

2. Taat dan patuh pada peraturan perkumpulan, hasil rapat 

perkumpulan dan kebijakan Pengurus Pusat. 

3. Terlibat secara aktif dalam kegiatan perkumpulan. 

4. Membayar iuran anggota dan donasi. 

 

Pasal 16 

Pemberhentian Anggota 

1. Anggota dinyatakan berhenti menjadi anggota karena  

a. Meninggal dunia, 

b. Mengundurkan diri, 

c. Berakhirnya masa keanggotaan, dan tidak melakukan 

perpanjangan. 

d. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus. 

2. Pemberhentian oleh Rapat pengurus dengan mempertimbangkan : 

a. Persoalan Hukum. 

b. Persoalan Etika. 

c. Tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. 

d. Tingkat pengingkaran terhadap misi, visi, tujuan dan nama 

baik Perkumpulan. 

3. Tatacara pemberhentian keanggotaan adalah sebagai berikut : 

a. Pemberhentian anggota biasa diusulkan oleh Pengurus 

daerah kepada Pengurus wilayah. Dan ditetapkan dengan 

keputusan Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus 

Wilayah. 

b. Pemberhentian anggota aktif diusulkan oleh Pengurus 

wilayah kepada Pengurus Pusat. Dan ditetapkan dengan 

keputusan Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus Pusat. 

c. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, 

selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan 

keberatan kepada  Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah. 

Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang 
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bersangkutan masih dapat mengajukan keberatan kepada 

Pimpinan Pusat. 

d. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas 

mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang 

diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir 

setelah mendengar pertimbangan tim. 

e. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita 

Resmi Seknas Genta Pangan Mandiri. 

4. Anggota Luar biasa diberhentikan oleh Pimpinan Pusat. 

5. Kriteria pemberhentian anggota diatur dalam peraturan 

Pimpinan Pusat. 

  

 

BAB IV 

PENGURUS PERKUMPULAN 

Pasal 17 

pengurus 

1. Pengurus Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan 

pengurusan perkumpulan. 

2. Pengurus mempunyai tugas untuk menjalankan pengurusan 

keanggotaan, kegiatan dan Perbendaharaan Perkumpulan. 

3. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan dengan 

baik dan benar. 

4. Pengurus bertanggungjawab menjaga keharmonisan hubungan 

antar personal dan keutuhan perkumpulan. 

5. Pengurus mempunyai kuasa, karsa dan kewenangan mewakili 

perkumpulan sesuai dengan jabatan yang diemban. 

6. Tindakan pengurus yang menyangkut perbendaharaan perkumpulan 

atau membebani keuangan perkumpulan harus mendapat 

persetujuan pengawas. 

7. Keputusan dan atau surat perkumpulan harus ditandatangani 

oleh ketua dan sekretaris. 

8. Pengurus berhak mendapatkan honor dari perkumpulan. 

Ketentuan tentang honor diatur lebih lanjut di peraturan 

perkumpulan. 
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Pasal 18 

Pengurus Pusat 

1. Pengurus Pusat Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan 

pengurusan perkumpulan di tingkat pusat. 

2. Anggota Pengurus Pusat adalah : 

a. Ketua Umum 

b. Ketua 

c. Wakil Ketua 

d. Sekretaris Umum 

e. Sekretaris 

f. Bendahara Umum 

g. Bendahara. 

3. Pengurus Pusat dibantu oleh beberapa Deputy yang membawahi 

urusan tertentu. 

4. Masa Jabatan Pengurus Pusat selama 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 19 

Pengurus Wilayah 

1. Pengurus Wilayah Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan 

pengurusan cabang perkumpulan di tingkat Propinsi. 

2. Anggota Pengurus Wilayah adalah : 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 1 

c. Wakil Ketua 2 

d. Sekretaris 

e. Wakil Sekretaris 

f. Bendahara 

g. Wakil Bendahara 

3. Pengurus Wilayah dibantu oleh beberapa Kepala Bidang yang 

membawahi urusan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri 

Pertanian dan urusan lain yang relevan.  

4. Kepala bidang berhak merekrut wakil dan anggota, atas ijin 

pengurus Wilayah. 

5. Masa Jabatan Pengurus Wilayah selama 5 (lima) tahun. 
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Pasal 20 

Pengurus Daerah 

1. Pengurus Daerah Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan 

pengurusan cabang perkumpulan di tingkat Kabupaten / Kota. 

2. Anggota Pengurus Daerah adalah : 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 1 

c. Wakil ketua 2 

d. Sekretaris 

e. Wakil Sekretaris 

f. Bendahara 

g. Wakil Bendahara 

3. Pengurus Daerah dibantu oleh beberapa Ketua Seksi yang 

membawahi urusan Keanggotaan, Kegiatan/Program serta 

Pembangunan Usaha. 

4. Kepala Seksi berhak merekrut wakil dan anggota, atas ijin 

pengurus Daerah. 

5. Masa Jabatan Pengurus Daerah selama 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 21 

Pengawas 

1. Pengawas Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan 

pengawasan pengurusan perkumpulan, dan memberikan nasehat 

kepada pengurus. 

2. Anggota Pengawas Perkumpulan berjumlah ganjil dan dipimpin 

satu orang ketua. 

3. Pengawas perkumpulan berada di pusat. 

4. Fungsi pengawasan di tingkat wilayah dilakukan oleh pengurus 

pusat, dan di daerah dilakukan oleh pengurus Wilayah. 

5. Pelaksanaan Pengawasan kepada anggota dilaksanakan oleh 

Badan Pengawasan Internal. 

6. Ketentuan Masa Jabatan Pengawas sesuai dengan masa jabatan 

kepengurusan. 
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Pasal 22 

Pembina 

1. Pembina adalah Organ Perkumpulan memperkuat kinerja 

perkumpulan baik di internal maupun eksternal perkumpulan.   

2. Pembina bertugas memberikan nasehat dan arahan kepada 

pengawas dan pengurus perkumpulan. 

3. Pembina diangkat oleh Pengurus Perkumpulan. 

4. Pembina perkumpulan terdapat di semua tingkatan perkumpulan. 

5. Ketentuan Masa Jabatan Pembina sesuai dengan masa jabatan 

kepengurusan.  

 

Pasal 23 

Konflik Kepengurusan 

1. Konflik kepengurusan adalah kejadian dimana hubungan kerja 

antara anggota pengurus tidak harmonis dan telah mengganggu 

kinerja kepengurusan. 

2. Konflik Kepengurusan yang menimbulkan penggantian pejabat, 

ditetapkan dalam rapat pengurus sesuai tingkatannya. 

3. Dikecualikan dalam ayat 2, bilamana konflik mengakibatkan 

penggantian pada jabatan ketua, sekretaris atau bendahara 

ditetapkan oleh rapat pengurus pada tingkatan diatasnya.  

4. Bilamana konflik mengakibatkan terhentinya aktivitas 

perkumpulan, akan dibentuk komite yang terdiri dari 3 orang 

untuk menjalankan fungsi ketua, sekretariatan dan 

perbendaharaan. Hingga terbentuknya pengurus baru. 

5. Penyelesaian konflik dilakukan dengan menganut azas 

demokratis dan transparansi.  

 

Pasal 24 

Badan Perkumpulan 

1. Badan Perkumpulan adalah unit yang dibikin oleh pengurus 

untuk menjalankan tugas yang khusus. 

2. Badan Perkumpulan meliputi Badan Pengawas Internal dan Badan 

Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan disingkat 

BP4. 
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Pasal 25 

Badan Pengawasan Internal 

1. Badan Pengawasan Internal bertugas untuk melakukan 

pengawasan atas partisipasi dan kepatuhan anggota maupun 

pengurus perkumpulan dalam kegiatan perkumpulan. 

2. Badan Pengawas Internal berada di tiap Wilayah dan Daerah. 

3. Badan Pengawas Internal beranggotakan minimal 3 orang. 

4. Badan Pengawas Internal bertanggungjawab dan melapor kepada 

ketua pengurus yang menaungi. 

5. Badan Pengawas Internal berhak memberikan penilaian kinerja 

anggota dan Pengurus serta memberikan rekomendasi 

keanggotaan. 

 

Pasal 26 

Badan Perencanaan Penataan  

Pembangunan dan Pengawasan 

1. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan adalah 

badan yang menjalankan fungsi perencanaan Penataan 

pembangunan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan 

perkumpulan. 

2. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan berada 

di tiap Wilayah dan Daerah. 

3. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan 

beranggotakan para wakil ketua dan seluruh kepala 

seksi/Bidang. 

4. Setiap rencana kegiatan pendampingan dan fasilitasi harus 

terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Perencanaan 

Penataan Pembangunan dan Pengawasan. 

5. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan 

bertugas untuk menyusun rekomendasi teknis, penetapan pelaku 

dan peserta kegiatan perkumpulan, serta mengawasi 

pelaksanaannya. 
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BAB V 

RAPAT PERKUMPULAN 

 

Pasal 27 

Rapat - Rapat 

1. Rapat adalah forum musyawarah untuk membahas dan menentapkan 

keputusan yang mengikat. 

2. Rapat meliputi Rapat anggota, Rapat Pengurus dan Rapat 

Pengawas. 

3. Rapat Anggota berupa Rapat Anggota, Rapat anggota Tahunan, 

Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat anggota Khusus, 

4. Rapat pengurus berupa Rapat Kerja dan Rapat Pimpinan. 

5. Rapat Pengawas meliputi rapat evaluasi dan Rapat Khusus. 

6. Rapat-rapat perkumpulan dilakukan dengan cara musyawarah 

mufakat mayoritas dan perwakilan. 

7. Rapat Perkumpulan dilakukan berjenjang di pusat, wilayah dan 

daerah. 

8. Rapat ditingkat pusat dan wilayah  dihadiri oleh perwakilan, 

sedangkat di tingkat daerah dihadiri secara langsung. 

9. Persyaratan peserta rapat, tatacara rapat dan penetapan hasil 

rapat diatur lebih dalam peraturan perkumpulan. 

 

Pasal 28 

Rapat Anggota 

1. Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh 

perkumpulan yang dihadiri oleh para anggota, untuk meminta 

pendapat dan persetujuan anggota. 

2. Rapat Anggota dilakukan 2 kali setahun, dimana salah satunya 

disebut Rapat Anggota Tahunan. 

3. Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk maksud untuk 

mengevaluasi dan menyusun rencana kerja perkumpulan, dan 

keuangan Perkumpulan. 

4. Rapat Anggota perkumpulan lainnya diselenggarakan sekali 

setahun, dengan maksud untuk  : 
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a. Evaluasi Kinerja Perkumpulan secara umum. 

b. Terdapat persoalan khusus yang perlu dimusyawarahkan. 

c. Meminta Persetujuan Penggantian Pengurus Perkumpulan.  

5. Anggota dapat mengusulkan Rapat Anggota Luar Biasa, untuk 

mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus. 

6. Pengajuan rapat anggota luar biasa ditujukan kepada Dewan 

Pendiri Perkumpulan.  

7. Rapat anggota dilakukan di Daerah, sedangkan di wilayah 

disebut Rapat Pimpinan Wilayah dan di pusat disebut Rapat 

Pimpinan Nasional. 

   

Pasal 29 

Rapat Pengurus 

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-

waktu dihadiri oleh para pengurus perkumpulan untuk melakukan 

musyawarah yang menyangkut pengelolaan perkumpulan, 

pencapaian program dan kegiatan, evaluasi tugas pokok dan 

fungsi pengurus serta keanggotaan. 

2. Rapat pengurus setidaknya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) 

anggota pengurus. Bilamana quorum tidak terpenuhi maka ketua 

dapat mengambil keputusan dan dinyatakan sah bila disetujui 

oleh sekretaris dan bendahara. 

3. Keputusan Rapat Pengurus mengikat masing-masing pengurus 

untuk mentaatinya. Dikecualikan bilamana keputusan 

membutuhkan persetujuan Rapat anggota atau Pengurus Pusat,  

yaitu keputusan yang menyangkut : 

a. Penggantian personalia pengurus. 

b. Penambahan program kerja dan kegiatan yang tidak tercantum 

dalam Rencana Kerja Tahunan perkumpulan. 

c. Kerjasama dan atau perikatan dengan pihak diluar 

perkumpulan yang memiliki konsekwensi. 

4. Rapat pengurus dituangkan dalam notulensi rapat yang 

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulen. 
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Pasal 30 

Rapat Pengawas 

1. Rapat Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-

waktu dihadiri oleh para anggota dewan pengawas perkumpulan 

untuk melakukan evaluasi kinerja Pengurus. 

2. Rapat Pengawas setidak-tidaknya dilakukan sekali dalam satu 

tahun. 

3. Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk 

menangani permasalahan yang terjadi dalam internal pengurus 

perkumpulan. 

4. Rapat Pengawas dituangkan dalam surat kepada Pengurus 

Perkumpulan. 

 

BAB V 

ADMINISTRASI 

Pasal 31 

Administrasi Umum 

1. Administrasi perkumpulan adalah ketatausahaan yang meliputi 

Pencatatan, surat menyurat, dan pembukuan. 

2. setiap cabang perkumpulan wajib mempunyai identitas yang 

mengandung logo perkumpulan dan nama cabang.   

3. Setiap administrasi Surat menyurat harus mencantumkan tanda 

dan nama cabang serta stemple cabang. 

4. Surat menyurat resmi cabang perkumpulan ditandatangani oleh 

ketua dan sekretaris. 

5. Setiap rapat pengurus cabang dibuat notulensi, yang 

stidaknya mencantumkan hari dan tanggal, daftar hadir dan 

kesimpulan rapat. 

6. Setiap kegiatan cabang perkumpulan dibuatkan Berita Acara 

Kegiatan yang ditandatangi oleh pelaksana dan diketahui oleh 

Ketua Cabang Perkumpulan. 

7. Setiap cabang perkumpulan menjalankan kearsipan yang baik. 

8. Setiap barang milik perkumpulan dicatat dalam buku 

inventaris perkumpulan. 
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Pasal 32 

Administrasi Keanggotaan 

1. Setiap anggota perkumpulan mengisi biodata, yang setidaknya 

mencantumkan data diri dan data kegiatan budidaya atau 

lainnya. 

2. Setiap Anggota Perkumpulan akan diberikan Kartu Tanda 

Anggota Perkumpulan. 

3. Setiap anggota yang menjadi pengurus perkumpulan wajib 

membuat surat kesanggupan sebagai pengurus perkumpulan. 

4. Data Anggota disimpan rapi dan terjamin dari penyalahgunaan. 

 

Pasal 33   

Administrasi Formal 

1. Legalitas hukum Negara untuk perkumpulan melekat di Pusat. 

2. Cabang perkumpulan memiliki surat keputusan pendirian cabang 

perkumpulan yang ditandatangani oleh ketua Umum dan 

Sekretaris umum Perkumpulan. 

3. Pengurus cabang perkumpulan ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan. 

4. Setiap Pengurus Cabang perkumpulan wajib melaporkan cabang 

perkumpulan ke pemerintah daerah setempat.  

5. Setiap cabang perkumpulan wajib memenuhi syarat administrasi 

sesuai peraturan daerah yang berlaku untuk perkumpulan. 

6. Setiap cabang perkumpulan berhak membuat rekening bank atas 

nama perkumpulan di bank pemerintah. 

7. Setiap Cabang Perkumpulan wajib memasang papan nama kantor 

cabang perkumpulan. 

 

BAB VI 

KEGIATAN 

Pasal 34 

Bentuk Umum Kegiatan 

1. Kegiatan perkumpulan adalah berbasis pada kegiatan 

Pertanian, Peternakan dan Perikanan, yang meliputi aktivitas 

produksi/budidaya, industry dan pemasaran. 
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2. Program Perkumpulan dilaksanakan untuk meningkatkan 

kapasitas anggota dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan 

pendampingan serta fasilitasi. 

3. Perkumpulan akan mengawal kegiatan sosial ekonomi produktif 

anggota yang diwadahi dalam bentuk koperasi. 

 

Pasal 35 

Bentuk Kegiatan 

1. Perkumpulan melaksanakan kegiatan social ekonomi berupa 

kegiatan social umum dan Pembinaan, Kebersamaan Usaha dan 

Pembangunan Pribadi/ekonomi. 

2. Kegiatan Sosial umum dan Pembinaan dilakukan dalam bentuk; 

a. Penyantunan kepada Fakir miskin, anak Yatim dan Jompo. 

b. Bantuan Kesehatan dan Pendidikan. 

c. Bantuan Rumah Ibadah dan Pemakaman Umum. 

3. Kegiatan Kebersamaan Usaha dilakukan dalam bentuk; 

a. Pendirian Koperasi Genta Pangan. 

b. Balai Latihan Kerja / Sekolah Pertanian. 

c. Badan Usaha sebagai Dinamisator dan fasilitator. 

4. Kegiatan Pembangunan Pribadi  

a. Penempatan pribadi sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan. 

b. Penempatan pribadi sebagai Manager dan Pengelola Koperasi. 

c. Penempatan pribadi sebagai penanggungjawab kewirausahaan 

Tani. 

5. Tata cara dan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam Rapat 

Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan (BP4).  

 

Pasal 36 

Pelaksana Kegiatan 

1. Pengurus Wilayah melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada 

anggota. 

2. Pengurus Daerah adalah pelaksana kegiatan Pembinaan, 

pendampingan dan fasilitasi anggota. 
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3. Pengurus pusat bersama pengurus wilayah menyiapkan sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan 

pendampingan dan fasilitasi Daerah. 

4. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi dilakukan dengan 

mengacu pada rencana kerja Daerah, Rencana kerja Wilayah dan 

rencana kerja Nasional. 

   

Pasal 37 

Rencana Kerja dan Anggaran 

1. Rencana kerja dan anggaran berisikan rencana umum 

pengelolaan perkumpulan dan rencana pembinaan, pelatihan, 

pendampingan dan fasilitasi. 

2. Tiap daerah setidaknya merencanakan satu program unggulan 

yang berupa kegiatan integrasi hulu dan hilir di sector 

pertanian, peternakan maupun perikanan. 

3. Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) menjadi dasar 

penyusunan Rencana kerja wilayah (RKAW) yang selanjutnya 

menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Nasional 

Perkumpulan, yang ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional. 

 

BAB VII 

PERBENDAHARAAN 

Pasal 38 

Perbendaharaan Umum 

1. Perbendaharaan perkumpulan berupa barang dan Uang. 

2. Perbendaharaan perkumpulan dikelola oleh bendahara 

perkumpulan. 

3. Perbendaharaan bersumber dari : 

a. Iuran Anggota,  

b. Sumbangan sukarela anggota. 

c. Bantuan/Hibah dari Pemerintah dan Lembaga non pemerintah. 

d. Sumbangan lainnya. 

4. Perbendaharaan dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjalan-

kan kegiatan perkumpulan. 
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Pasal 39 

Pembiayaan Kegiatan 

1. Perkumpulan menjalankan fasilitasi pembiayaan kegiatan 

anggota. 

2. Fasilitasi pembiayaan dilakukan secara berkelompok. 

3. Fasilitasi pembiayaan harus mampu meningkatkan produktivitas 

anggota dan kesejahteraan   

4. Kelompok penerima fasilitasi ditetapkan oleh Badan 

Perencanaan Penataan pembangunan dan Pengawasan (BP4). 

5. Pendanaan untuk fasilitasi pembiayaan kegiatan ekonomi 

produktif anggota bersumber dari : 

a. Anggota. 

b. Mitra Investasi dari Lembaga keuangan. 

c. Mitra Badan Usaha besar di bidang Pertanian / Pangan. 

d. Pembiayaan Perbankan. 

e. Fasilitas Negara untuk Pembiayaan petani.  

6. Fasilitasi Pembiayaan diatur lebih lanjut didalam Peraturan 

Perkumpulan. 

 

BAB VIII 

MITRA GENTA 

Pasal 40 

Pengertian Mitra Genta 

1. Perkumpulan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam 

melaksanakan Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pada 

kegiatan Anggota. 

2. Mitra Genta harus memenuhi kontribusi kepada perkumpulan 

untuk : 

a. Meningkatkan wawasan Kebangsaan Anggota. 

b. Meningkatkan kemampuan teknis dan IPTEK terkait kegiatan 

pertanian yang dijalani. 

c. Meningkatkan kapasitas managerial untuk para anggota 

aktif untuk penatalaksanaan perkumpulan dan Pengelolaan 

Kegiatan social ekonomi Kelompok anggota. 
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d. Memperkuat permodalan dan Pembiayaan Kegiatan Anggota. 

e. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan 

oleh kegiatan perkumpulan maupun kegiatan anggota. 

f. Meyelenggarakanan kegiatan ekonomi kreatif berbasis pada 

IT dan digitalisasi, Carbon Trade, pengentasan kemiskinan 

serta Koperasi.  

3. Pengurus Perkumpulan wajib menyusun kajian terhadap calon 

mitra genta. 

 

Pasal 41 

Kemitraan Genta 

1. Kemitraan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan 

perkumpulan. 

2. Calon mitra dapat diusulkan oleh Anggota Dewan Pendiri, 

anggota Pengurus Pusat, DPW atau DPD kepada Pengurus Pusat.  

3. Pengurus Pusat akan membentuk TIM untuk menyusun Kajian 

terhadap Calon Mitra. 

4. Kemitraan dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan yang 

setidaknya mencantumkan Kontribusi, konpensasi dan 

konsekwensi Perkumpulan dan jangka waktu. 

5. Perjanjian Kerjasama Kemitraan akan mengikat perkumpulan 

bilamana perkumpulan diwakili dan dilakukan oleh : 

a. Ketua Umum atau Ketua Harian atau Ketua Bersama dengan 

Sekretaris Umum atau Sekretaris. 

b. Penerima penugasan berdasarkan surat Kuasa dari Pengurus 

Pusat.   

 

BAB IX 

HUBUNGAN EKTERNAL 

Pasal 42 

Hubungan Ekternal 

1. Pengurus perkumpulan baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun 

Daerah wajib melaporkan keberadaan Perkumpulan atau Cabang 

perkumpulan kepada Pemerintah setempat. 
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2. Pengurus Perkumpulan wajib menjalin komunikasi yang baik 

dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan petani dan Pertanian 

di wilayahnya masing-masing. 

3. Semua anggota Perkumpulan wajib memberikan penjelasan yang 

benar tentang perkumpulan kepada masyarakat umum. 

4. Tiap-tiap pengurus dan anggota perkumpulan yang mewakili 

perkumpulan untuk melakukan pertemuan dan atau menghadiri 

undangan pihak lain wajib menggunakan indentitas 

perkumpulan. 

   

BAB IX 

ATURAN PENUTUP 

Pasal 43 

Penyesuaian Peraturan 

1. Anggaran Rumah Tangga, peraturan perkumpulan, pembentukan 

cabang Perkumpulan dan penetapan personalia pengurus Wilayah 

dan Pengurus Daerah untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan. 

2. Seluruh ketetapan dan keputusan perkumpulan yang telah 

dikeluarkan tetap berlaku sampai diterimanya ketetapan baru. 

3. Pengurus Pusat Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 

diterimanya pengesahan perkumpulan harus telah menerbitkan 

Surat keputusan penyesuaian. 

4. Pada kondisi khusus anggota pengurus pusat dapat mengajukan 

sebagai diri sebagai pengurus non aktif, dengan melimpahkan 

tugas dan fungsi jabatan kepada pengurus lainnya atas 

persetujuan rapat pengurus. 

 

Pasal 43 

Aturan Pembubaran Perkumpulan 

1. Pembubaran Perkumpulan yang ditetapkan berdasarkan keputusan 

pemerintan atau keputusan pengadilan, ditetapkan oleh 

keputusan pengurus Pusat dan diberitahukan kepada Pengurus 

DPW dan DPD serta anggota. 
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2. Pembubaran Perkumpulan dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Anggota, yang ditetapkan berdasarkan keputusan 

Rapat Anggota Nasional dan disetujui oleh Dewan Pendiri. 

 

Pasal 44 

Penutup 

1. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini bernama Anggaran Rumah 

Tangga GENTA PANGAN. 

2. Anggaran Rumah Tangga Genta Pangan ditetapkan pada rapat 

Dewan Pendiri. 

3. Anggaran Rumah Tangga ini adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari Anggaran Dasar Perkumpulan yang tertuang 

pada akte pendirian perkumpulan no 01/2024 notaris Jelly 

Eviana,SH. 

4. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Rapat Dewan 

Pendiri, tanggal 6 Januari 2025. 

 

Dipublikasikan oleh : sekretriat Seknas Genta Pangan Mandiri 

Pada : Tanggal 8 Januari 2025. 
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